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2.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
1. Pengertian APBD
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah  yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang
APBD. APBD merupakan suatu anggaran belanja daerah. Untuk menyampaikan informasi
mengenai perkembangan pelaksanaan APBD, pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan
realisasi semester pertama kepada DPRD pada akhir  juli tahun anggaran yang bersangkutan.
Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan
penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya.
Menurut Muhammad Arif (2007;176), APBD adalah: Rencana operasional keuangan
pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-
tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu anggaran
tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber
penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
Menurut HAW. Widjaja (2010;135) APBD adalah: Suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.
APBD adalah: Anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah di setujui
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sumber: http://id.shvoong.com/social-science/economics
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara adalah: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa APBD
adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun (1 Januari – 31
Desember) yang mana harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD agar anggaran tersebut
dapat di pergunakan untuk kepentingan daerah.
2. Klasifikasi APBD
Oleh karena penelitian ini menggunakan laporan realisasi APBD yang memakai format
keputusan mentri dalam negeri No. 29 tahun 2002, maka APBD yang berdasarkan format
tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan”
Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni
belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan
belanja tak diduga. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu belanja
umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja
pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi
dan pemeliharaa, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber
pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.
Sumber pembiayaan berupa penerimaan adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan
pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dan
cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok
yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran
tahun sekarang. Halim dan Kusufi (2004;18 )
3. Proses penyusunan APBD
Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah
(Pemda) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam
penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
Setelah PPAS telah disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.
2.2 Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan
daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang
punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari
besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin
besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin
kecil tanggungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan
keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan
lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai
sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya
dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatn Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap
merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja
dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan asli daerah.
Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan asli
daerah adalah: Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah,
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Menurut Mardiasmo (2009;135) Pendapatn asli daerah adalah penerimaan daerah dari
sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali daerah
yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan
usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.
Menurut Undang-undang No. 33 tahun  2004  pasal 6, sumber-sumber Pendapatan asli
daerah terdiri dari : 1). Pajak daerah, 2). Retribusi daerah, 3). Hasil pengelolaan daerah yang
dipisahkan, dan 4). Lain-lain PAD yang sah.
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah
yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan yang sesuai
dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 1. Bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, 2. Bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat.
Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah
selain yang termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan daerah
yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian
daerah, penerimaan komisi, potongan, atapun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan
denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari
pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan
dan pendidikan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.
c. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran
daerah sebagai badan hukum publik.
Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:
a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
c. Pajak daerah dipungut olah daerah berdasarkan kekuatan undang-undangdan/atau peraturan
hukum lainnya.
d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan
rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
d. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau
karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau
karena jasa yang diberikan oleh daerah.
Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:
a. Retribusi dipungut oleh daerah.
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat
ditunjuk.
c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang
disediakan daerah.
e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi
daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat
profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.
Dalam penjelasan umum UU No 5 tahun 1994, pengertian perusahaan daerah dirumuskan
sebagai “suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian
daerah dan untuk menambah penghasilan daerah”.
Dari kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian
daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya
perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah
harus mampu memberikan manfaat ekonomis, sehingga terjadi keuntungan yang dapat
disetorkan ke kas daerah. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan
dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah
bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan
menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah
menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan
fungsi ekonomi.
Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan
kontribusi maksimal bagi keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan
keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat
memberikan sumbangan bagi Pendapatan Daerah, bukanlah dua pilihan yang saling bertolak
belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring
dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk
mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme  dalam
pengelolaannya dapat diwujudkan.
f. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang
sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil
penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
No. 33 Tahun 2004, meliputi:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang
dan jasa oleh daerah
2.3 Pajak Daerah
a. Pengertian dan Kriteria Pajak Daerah
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang di bayar oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan lansung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Waluyo (2010;11) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah penerimaan
daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan  (yuridis)
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kontraprestasi atau imbalan secara
langsung serta digunakan untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah. Wewenang
pemungutan pajak daerah ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah.
Pajak Daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah, sampai saat ini. Pajak
Daerah memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan asli daerah. Undang-undang No. 28
Tahun 2009, memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak
daerah lain yang memenuhi syarat selain dari pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan.
Penetapan jenis Pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di
daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupate/Kota
dalam mengantisipasi situasi dan kondisi perkembangan perekonomian daerah pada masa
mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan
kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat.
Kriteria Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Undang-undang bagi Kabupaten/Kota:
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan
harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam defenisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya
melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksud untuk kepentingan
bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan
memperhatikan ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya,
diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah bahwa
pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan
tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan
imfort.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek
keadilan antara lain objek dan subjek harus jelas sehingga dapat diawasi
pemungutannya.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya adalah pajak harus bersifat netral
terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan
peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan
yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Pajak Daerah harus memiliki beberapa persyaratan antara lain:
1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sitem perpajakan pusat maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
daerah serta dapat dipaksakan.
Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak
daerah dikatakan efektif jika:
1. Memenuhi kriteria adil
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh lapisan masyarakat
Kebijakan pungutan daerah berdasarkan Peraturan Daerah, diupayakan tidak berbenturan
dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan
duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut
sebenarnya sudah diantisifasi dalam  UU No. 28 Tahun 2009, dimana dinyatakan dalam pasal 2
ayat (4) yang antara lain adalah objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.
Sementara itu apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di
dunia, maka prinsip-prinsip umum  perpajakan daerah  yang baik pada umumnya tetaplah sama,
yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun
mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat dan
secara horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat
sehingga tidak ada yang kebal terhadap pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan
memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran
pribadi untu membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan hanya menimbulkan
pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan
akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen ataupun produsen. Jangan sampai
pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan
merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki
ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara yang
sedang berkembang, adalah sebagai berikut:
1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan
pajak harus lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang
meningkat secar drastis dan adakalanya menurun secar tajam.
3. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan
kemampuan untuk membayar (ability to pay).
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk
mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang
berlaku secara umum, sekiranya juga harus mempertimbangkan ketetapan suatu pajak sebagai
pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian
kewenangan kepada daerah dalam rangka Desentralisasi.
Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan
diri” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
fungsi budgeter dan fungsi regulator.
1. Fungsi Budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untu
membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan.
2. Fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan,
misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi
konsumsi minuman keras, dan selanjutnya pajak ekspor dimaksud untuk mengekang
pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut
di dalam negeri.
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak
provinsi dan pajak kebupaten/kota.
1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari:
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan
5. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/kota
a. Pajak Hotel
Adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk penginapan yang
memungut bayaran, yang menjadi subjek pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
Dan yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk pelayanan seperti fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek,
pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus
untuk tamu hotel,  jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
b. Pajak Restoran
Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan
minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan catering.
c. Pajak Hiburan
Adalah pajak atas pelayanan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan,
pertujukan, ketangkasan dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
d. Pajak Reklame
Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan, atau
media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun mencari
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan
atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah
e. Pajak Penerangan Jalan
Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah
tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari:
1. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnetis
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker
4. Batu permata, batu setengah permata
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap
7. Marmer, batu tulis
8. Batu kapur, dolomit, kalsit
9. Granit,andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur
mineral golongan A maupun golongan B.
g. Pajak Parkir
Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi
atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendraan bermotor yang memungut
bayaran.
h. Pajak Sarang Burung Walet
Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,yaitu collocalia fuchliap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah hak atas tanah termasuk pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang dibidang pertahanan dan bangunan.
j. Pajak Air Tanah
Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang
terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
k. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usah perkebunan, perhutanan
dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
ditetapkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang
untuk menggali sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU
No. 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesefik dengan
memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.
Besarnya tarif yang berlaku defenitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan
peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan
dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang
dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.
c. Dasar Hukum Pajak Daerah
Setiap jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat
untuk menjamin pengenaan dan pemungutannya. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak
daerah adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Keputusan Presiden, Keputusan Mentri Dalam Negeri, Keputusan Mentri Keuangan,
Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Derah Kabupaten/kota di bidang Pajak Daerah.
2.4 Retribusi Daerah
1. Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli
daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah dan
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah
kegiatan kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang
atau fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan
demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus
membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ciri-ciri retribusi daerah:
a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-
jasa yang disiapkan negara.
2. Objek dan Jenis Retribusi Daerah
Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah yang berbentuk jasa. Jasa yang terdiri
dari:
a. Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
(pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
Jenis-jenis Retribusi jasa umum terdiri dari:
1) Retribusi pelayanan kesehatan
2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6) Retribusi pelayanan pasar
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9) Retribusi biaya penggantian cetak peta
10) Retribusi pengujian kapal perikanan
b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.
Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3) Retribusi tempat pelelangan
4) Retribusi terminal
5) Retribusi tempat khusus parkir
6) Retribusi tempat penginapan/pesanggahan/villa
7) Retribusi penyedotan kakus
8) Retribusi rumah potong hewan
9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
11) Retribusi penyeberangan diatas air
12) Retribusi pengelolaan limbah cair
13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi daerah atas kegiatan tertentu pemerintah daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jenis Retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
1) Retribusi izin mendirikan bangunan
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3) Retribusi izin gangguan
4) Retribusi izin trayek
3. Sarana dan Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah
Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam
pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak
ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerja sama
dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secar lebih efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan
retribusi.
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk,
kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada
waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua
persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
4. Perhitungan Retribusi Daerah
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa
atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat pengguna
jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan
tingkat pengguna jasa.
a. Tingkat Pengguna Jasa
Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar
alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,
misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan
mudah diukur. Dalam hal ini tingkat pengguna jasa perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu
yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana
penggunaan bangunan.
b. Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat
diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya
perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak-anak dan orang dewasa. Tarif retribusi ditinjau
kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal
ini dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek
retribusi yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali.
c. Prinsip dan Sasaran penetapan Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip
dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai denga Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 152 bagian ketujuh.
Menurut Kesit Bambang Prakoso (2003;49-52) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi
biasanya didasarkan pada total cost pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat
adanya perbedaan-perbedaan tingkat pelayanan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah
tingkat biaya (full cost). Ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi:
1. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu publik good yang disediakan karena
keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya
retribusi air minum.
2. Apabila suatu pelayanan merupakan bagaian dari swasta dan sebagian lagi merupakan good
publik. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat
menggunkana angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
3. Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan
permintaan terbayak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. Misalnya
fasilitas rekreasi dari kolam renang.
4. Privat good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan
rendah. Misalnya perumahan untuk tuna wisma.
d. Cara Penghitunga Retribusi
Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang
menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat pengguna
jasa dengan rumus sebagi berikut:
Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Pengguna Jasa
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Tabel II.1
































































































2.6 Pajak Dalam Persfektif Islam
Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah yang pengeluaran-
pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.
Dalam islam juga dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah sebagian harta dengan
persyaratan tertentu yang ALLAH SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada
yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.
Perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui Undang-undang wajib ditunaikan oleh
kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunandi berbagai bidang dan sektor
kehidupan yang ditentukan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana
pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanahan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang
telah ditetapkan bersama.
Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara,
disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas social dan tolong menolong antara
sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan
kewajiban yang harus di penuhi. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni
dari Fatimah Binti Qayis, Rasulullah Saw Bersabda.” Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban
lain diluar zakat”.




yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka
tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak
beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk.
Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang
bukan islam, sebagai imbangan bagi keamanan dari meraka.
Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin
(terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara
sekaligus.
Zakat adalah salah satu Rukun Islam, karena itu status hukumnya adalah wajib, sama
dengan Rukun-rukun islam lainnya, sebagaimana Al-Qur’an dan hadits berikut ini:
Artinya: Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan
mereka. (Qs At-taubah;103)
2.7 Kerangka Konseptual dan Hipotesis
1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu,
maka penelitian membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:
Gambar II.1





Hipotesis menurut Erlina dan Sri Mulyani (2007;41), menyatakan hubungan yang diduga
secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara
empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah:
H1: Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
H2: Apakah Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
H3: Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
(Y)
Pajak Daerah (X1)
Retribusi Daerah (X2)

